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ABSTRAK 

 

 

Setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan perpajakan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak seharusnya memiliki wawasan tentang pajak sehingga 

dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Tata cara pemungutan 

pajak yang tidak jelas akan membuat banyak penafsiran dan keraguan bagi Wajib Pajak, 

sehingga dapat menimbulkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaksanaan pajak. Peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan topik persepsi PNS atas pemungutan PPh Pasal 

21 karena secara subjektif kepatuhan Wajib Pajak sangat rendah sehingga peneliti ingin 

mengetahui lebih jauh mengenai persepsi Wajib Pajak terkait pemungutan pajak. 

Teori mengenai asas pemungutan pajak adalah salah satu karya Adam Smith 

yang dikemukakan pada bukunya yang berjudul “Wealth of Nation”. Teori tersebut 

dinamakan “The Four Maxim Taxation”, yang memiliki kriteria yaitu: equity, certainty, 

convenience of payment, dan economics of collection. Melalui teori ini diharapkan setiap 

Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam bidang perpajakan. Untuk melihat 

apakah asas-asas tersebut sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith, 

peneliti melakukan analisis persepsi PNS atas pemungutan PPh Pasal  21 pada golongan 

yang berbeda. 

Pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif. Analisis kualitatif tersebut berisi persepsi Wajib Pajak khususnya PNS terkait 

pemungutan PPh Pasal 21. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah 

kuesioner dan wawancara. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 30 

orang yang berada pada golongan II, III, dan IV, sedangkan jumlah responden yang 

diwawancara sebanyak 2 orang yaitu bendahara dan kepala seksi. Data yang diperoleh 

kemudian diolah dan dikaji secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai objek 

penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan 

PPh Pasal 21 pada PNS secara umum dapat dinyatakan telah sesuai dengan teori “The Four 

Maxim Taxation”. Hal tersebut dinilai berdasarkan keempat kriteria yaitu equity, certainty, 

convenience of payment, dan economics of collection. Saran untuk unit penelitian: petugas 

pajak pada bidang penyuluhan atas nama pemerintah sebaiknya secara terus-menerus 

melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak khususnya PNS terkait pemungutan PPh Pasal 21 

agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaan pajak. 

Selain itu untuk peneliti selanjutnya: penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti 

selanjutnya berkenaan dengan topik ini. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan subjek 

penelitian yang berbeda, menggunakan teori pemungutan pajak yang lain, serta jumlah 

responden yang lebih banyak. 

 

 

Kata Kunci : Pemungutan PPh Pasal 21, Persepsi PNS 
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ABSTRACT 

 

 

Every taxpayer has an obligation to implement the tax in accordance with applicable 

regulations. Taxpayers should have insight on taxes so that it can carry out tax obligations 

properly and correctly. The procedure for tax collection will obviously not make many 

interpretations and doubts for taxpayers, so it can lead to lack of compliance on the 

implementation of the tax. Researcher interested in conducting research on the topic of civil 

servants perception on the section 21 income tax collection for a subjective tax compliance 

so low that researcher wants to know more about the taxpayer perception related to 

taxation. 

Theories about the principle of taxation is one of the works of Adam Smith 

put forward in his book entitled "Wealth of Nations". The theory is called "The Four Maxim 

Taxation", which has criteria: equity, certainty, convenience of payment, and the economics 

of collection. Through this theory is expected that every taxpayer can increase their 

compliance in the field of taxation. To see whether these principles are in accordance with 

the theory put forward by Adam Smith, the researchers conducted an analysis of the 

perception of civil servants based on the income tax collection section 21 at a different class. 

Collection and processing of the data in this study using qualitative analysis. 

The qualitative analysis shows the perception of taxpayer particularly relevant with the 

income tax collection section 21 for civil servants. Data collection methods used by 

researcher is a questionnaire and interview. The number of respondents who returned the 

questionnaire as many as 30 people who were in class II, III, and IV, while the number of 

respondents interviewed by 2 people that is the treasurer and the head section. The data 

obtained are then processed and assessed descriptively to give an idea about the object of 

research. 

Based on these results we can conclude that the income tax collection 

section 21 for the civil servants have been generally consistent with the theory of "The Four 

Maxim Taxation". It is judged on four criteria: equity, certainty, convenience of payment, 

and the economics of collection. Suggestions for research units: the tax officials in the field 

of education on behalf of the government should continuously socialized to taxpayers 

particularly relevant with the income tax collection section 21 for the civil servants so as not 

to cause a variety of different interpretations in the implementation of the tax. In addition to 

further research: This research can be further developed by researchers with regard to this 

topic. Subsequent studies may use different research subjects, using the theory that other tax 

collection, as well as the number of respondents who more. 

 

 

Keywords : The Section 21 Income Tax Collection, The Perception of Civil Servants 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan suatu negara yang memanfaatkan pajak sebagai sumber 

pendapatan yang digunakan untuk membiayai keperluan negara termasuk 

pembangunan nasional. Setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan 

perpajakan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah Wajib Pajak 

dari waktu ke waktu juga semakin bertambah. Hal ini mencerminkan bahwa terdapat 

peningkatan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak.  

Wajib Pajak seharusnya memiliki wawasan tentang pajak sehingga 

dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara baik dan benar. Beragamnya 

peraturan dan perubahan yang ada di sektor pajak perlu disosialisasikan, sehingga 

Wajib Pajak memperoleh pemahaman yang jelas. Tata cara pemungutan pajak yang 

benar juga harus dijelaskan kepada setiap Wajib Pajak. 

Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah 

with holding system. With holding system merupakan sistem perpajakan di mana 

pihak ketiga diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk melaksanakan kewajiban 

dalam memungut atau memotong besarnya pajak terhutang yang dimiliki oleh Wajib 

Pajak. Pihak ketiga di sini adalah orang atau badan yang diberikan wewenang dan 

tanggung jawab oleh pemerintah atas dasar undang-undang untuk memungut pajak. 

Hal ini dilakukan karena jumlah aparat perpajakan yang ada di Indonesia tidak 

sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang ada. Sistem ini berguna agar pemerintah 

dapat menghemat biaya pemungutan pajak dan juga sebagai bukti bahwa pemerintah 

mempercayai Wajib Pajak untuk menghitung dan mengurus perpajakannya di 

Indonesia. 

Penerapan with holding system memperlancar masuknya dana ke kas 

negara tanpa intervensi fiskus. Wajib Pajak yang dipungut pajaknya, secara tidak 

langsung telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, sistem ini juga 

dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.  
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Salah satu pajak yang menerapkan with holding system adalah pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.  

Pada praktiknya, undang-undang yang mengatur tentang pemungutan 

PPh Pasal 21 harus memberikan aturan yang jelas bagi setiap Wajib Pajak yang 

hendak melaksanakan kewajibannya. Salah satu asas pemungutan pajak yang populer 

adalah “The Four Maxim Taxation” yang dikemukakan oleh Adam Smith. Dalam 

bukunya, Adam Smith memberikan kriteria bahwa undang-undang pajak sebaiknya 

memenuhi beberapa persyaratan. Penyusunan undang-undang pajak diharapkan 

memenuhi persyaratan yang tepat sehingga undang-undang tersebut mencerminkan 

adanya keadilan, kepastian hukum, ekonomis, dan tepat. 

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dan membahas 

mengenai asas pemungutan pajak sesuai teori The Four Maxim Taxation dengan 

objek yaitu persepsi PNS atas pemungutan PPh Pasal 21. Peneliti memilih persepsi 

PNS sebagai objek penelitian karena secara umum para PNS yang bekerja di kantor 

pelayanan pajak memiliki dasar dan pengetahuan di bidang perpajakan. Selain itu, 

pada PNS terdapat golongan yang menunjukkan jabatan dan tarif pajak yang 

berbeda-beda sehingga penelitian dapat dilakukan pada subjek pajak yang memiliki 

tarif pemungutan PPh Pasal 21 yang berbeda-beda pula. Secara deskriptif, asas-asas 

tersebut akan dibahas dan dikaji secara mendalam sehingga peneliti dapat 

mengetahui lebih jauh mengenai persepsi Wajib Pajak PNS terkait pemungutan 

pajak. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan teori The Four Maxim Taxation - Adam Smith melalui studi kasus 

PPh Pasal 21 pada PNS, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penulis. 

Berikut ini adalah permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi, yaitu: 

1. Apakah Wajib Pajak PNS merasa diperlakukan adil atas tarif pajak yang 

berbeda pada setiap golongan pangkat? 
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2. Apakah saat pemungutan pajak sudah tepat sehingga memudahkan Wajib 

Pajak PNS untuk membayarnya? 

3. Apakah pemerintah sudah menerapkan aturan yang jelas bagi Wajib 

Pajak PNS dalam melaksanakan kewajiban perpajakan? 

4. Apakah biaya pemungutan pajak sudah efektif dan efisien sehingga tidak 

melebihi penerimaan pajak? 

5. Apakah pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS telah sesuai dengan teori 

The Four Maxim Taxation yang dikemukakan oleh Adam Smith? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada skripsi ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui keadilan pengenaan pajak penghasilan yang memiliki tarif 

berbeda pada setiap golongan pangkat Wajib Pajak PNS. 

2. Mengetahui saat yang tepat bagi Wajib Pajak PNS untuk membayar PPh 

Pasal 21. 

3. Mengetahui persepsi Wajib Pajak PNS atas kejelasan pengenaan PPh 

Pasal 21 final yang dipungut oleh pihak ketiga. 

4. Mengetahui apakah dengan with holding system merupakan cara yang 

efektif dan efisien dalam pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS. 

5. Mengetahui pemungutan PPh Pasal 21 pada PNS, apakah telah sesuai 

dengan teori The Four Maxim Taxation yang dikemukakan oleh Adam 

Smith? 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian dan pembahasan terkait PPh Pasal 21 pada PNS sesuai teori “The Four 

Maxim Taxation” – Adam Smith, diharapkan dapat bermanfaat terhadap berbagai 

pihak sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 
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Penulis memperoleh pemahaman dan wawasan mengenai PPh Pasal 21 

serta berkesempatan untuk memperdalam teori-teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian. 

2. Bagi Pembaca 

Melalui penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca khususnya untuk 

bidang akuntansi perpajakan.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang 

memberikan informasi tambahan terkait dengan topik penulisan yang 

serupa di kemudian hari. 

 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai anggaran pendapatan 

dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 

yang harus dikelola dengan benar dan sebaik mungkin. Pemerintah Indonesia sudah 

memberikan kelonggaran bagi setiap Wajib Pajak untuk mengurus perpajakan 

mereka sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Adam Smith, dalam salah satu bukunya yang berjudul “Wealth of 

Nation” mengemukakan suatu teori mengenai asas pemungutan pajak. Teori tersebut 

dinamakan “The Four Maxim Taxation”, yang memiliki kriteria yaitu: equity, 

certainty, convenience of payment, dan economics of collection. Melalui teori 

tersebut diharapkan setiap Wajib Pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam 

bidang perpajakan. Apabila Wajib Pajak patuh dan taat dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan, maka target pendapatan pada APBN/APBD akan tercapai. 

Asas pertama yaitu equity atau keadilan. Keadilan dalam perpajakan 

mengenai kemampuan Wajib Pajak untuk membayar dan melunasi kewajiban 

perpajakan mereka serta manfaat yang diperoleh Wajib Pajak atas pembayaran pajak 

tersebut. Pada jurnal penelitian sebelumnya terkait asas pertama, peneliti 

memberikan pertanyaan kepada responden apakah mereka merasa adil dengan 

pemungutan tarif pemotongan pajak yang berbeda-beda antar golongan. 
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Asas kedua yaitu certainty atau kepastian hukum. Hal ini harus 

memenuhi siapa yang harus dikenakan pajak, apa yang menjadi dasar untuk 

mengenakan pajak, dan berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan 

tarif pajak. Pada jurnal penelitian sebelumnya terkait asas kedua, peneliti 

memberikan pertanyaan kepada responden apakah dengan PPh Pasal 21 yang bersifat 

final telah membuat Wajib Pajak sudah menunaikan kewajiban perpajakannya. 

Asas ketiga yaitu convenience of payment atau pajak harus dipungut 

pada saat yang tepat. Pembayaran pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak 

menyulitkan Wajib Pajak. Pada jurnal penelitian sebelumnya terkait asas ketiga, 

peneliti memberikan pertanyaan kepada responden apakah lebih baik dilakukan 

pemungutan atau Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri atas 

pajak dari penghasilan tersebut.  

Asas keempat yaitu economics of collection atau biaya pemungutan 

pajak harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan uang pajak yang 

masuk. Biaya pemungutan dan biaya dalam memenuhi kewajiban pajak hendaknya 

sekecil mungkin sehingga beban pajak dioptimalkan seekonomis mungkin. 

Untuk melihat apakah asas-asas tersebut sudah sesuai dengan teori 

yang dikemukakan oleh Adam Smith, penulis melakukan studi pustaka dan analisis 

PPh Pasal 21 atas para PNS pada golongan pangkat yang berbeda. Pembuatan skripsi 

ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Sony Dang 

Utama dengan judul “Analisis Pengenaan PPh Pasal 21 Terhadap Honor Yang 

Berasal Dari APBN Dan APBD Yang Diterima PNS, TNI, Dan POLRI Ditinjau Dari 

Asas-Asas The Four Maxim Taxation” pada tahun 2013. Pada penelitian tersebut, 

Sony menyimpulkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara teori Adam Smith 

dengan praktik yang terjadi pada Wajib Pajak di Indonesia. Oleh karena itu, penulis 

hendak melanjutkan penelitian tersebut dengan kondisi dan keadaan saat ini serta 

dengan subjek penelitian yang berbeda. Perbedaan lainnya adalah metode dan 

analisis penelitian yang digunakan. 

  




